
BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

},ENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAT NEGERT SIPIL DI LTNGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, dan dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO|2O69/SJ tentang
Pemberian T[njangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb,agaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Bagr Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran
2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun L969 tentang
Pembentukan Propinsi Irain Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonomi di Provinsi lrian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L969 Nomor 47, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraarl Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagl Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkhir dengan undang-undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (fumbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2L Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang



4.

5.

6.

7.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a151);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinta.h Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
S2,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63e8);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2OL9 (COVID-l9l Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a85);

8.

9.

10.

1 1. Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632211'

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan G4ji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OL9 tentang Pengdaan Batang/Jasa Pemerintah untuk
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan
Papua Barat (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361
sefoagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
t57l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daeratr tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L3l2l;
Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 581);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daearh Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016
tenatnag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(l.embaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2Ol9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah I(abupaten Biak Numfor
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daeratr (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun
2019-24%l;

15.

16.

t7.

20. Peraturan Daerah
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Me:mperhatikan :

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Iembaran Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2027 Nomor 4);

Peraturan Bupati Biak Numfior Nomor 73 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022
(Berita. Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2O2L
Nomor 73).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO|2O69/SJ
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaii Ketiga
Belas yang berumsber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja.

MEMUTUSKAN:

Me:netapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daltam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Numfor.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Biak
Numfor.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri.

7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS
yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

20.

21.

8.
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8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan
SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diberikan kepada
Aparatur Negara

(2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. PNS dan Calon PNS

d. PPPK.

(3) PNS sebagaimana pada ayat (21 tidak termasuk PNS yang sedang
menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi
pemerintah daerah.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

a. gaji pokok;

b. tuqjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan jabatan

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari
Uang Representasi, T\.rnjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Tunjangan Hari Raya.
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(21 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu terdiri atas :

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan dan/atau
pangkatnya;

e. tambahan penghasilan paling banyak 5Oo/o (lima puluh persen) bagi
instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan
dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

a. 80 % (delapan puluh persen) dari g4ii pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangarl umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah
gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas yutg dibayarkan tidak termasuk
tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru PNS, tambahan pengahasilan
gu:ru PNS, tunjangan khusus Frovinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS
yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan tunjangan atau
insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

(1) TUnjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari keda
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April
Tahun 2022.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan
April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan
atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6
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Pasal 6

(1) Gaji Ketiga Belae dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(3) Besaran Gqii Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juli Tahun
2022.

(a) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan
Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan
atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8

Permbayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak
pernghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
dil,lenakan potongan iuran/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perrundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Perndanaan pemberian T\.rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber
dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pe.raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan
April Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan Peraturan
Burpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak
NuLmfor.

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

HERRI ARIO NAAP
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Diundangkan di Biak

Pacta tanggal 16 Juni 2022

SE,KRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

CAP/TTD

MA RKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KAE}UPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022 NOMOR 25

200110 I OO4


